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LEMBARAN-NEGAR
REPUBLIK INDONESTA

No. 1, 1955- MBANGUNAN PERINDUSTR]
AN.
II::::RT IlfaiIJlR,] 9I;ENYALURAN. Undang-undangsilir\? "
. n. 5, tentang penyaluran kredit oy o
bangunan perindustrian dalam sektor partikelir (gpn*} pem-
dalam Tambahan Lembaran Negara No. 742) - (Penjelasan

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyalurkan kredit
guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikelir;

bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ni
perlu segera diadakan;

Mengingat  : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone-
sia, Undang-undang Darurat Bank Industri Negara (Lembaran
Negara tahun 1952 No. 21), Ordonansi Pajak Peralihan (Staats-
blad 1944 No. 17) dan Ordonansi Pajak Kekayaan (Staats-

blad 1932 No. 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
NG PENYALURAN KREDIT

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTA
RI AN DALAM SEKTOR

GUNA PEMBANGUNAN PERINDUST
PARTIKELIR

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o

o

1955, No. !
pasal 1.
1.0t dari beberapa negeri pada dasarp,. ..
lah/akan didapat ) Y2 dibe.
Kredit L..L;I:/udn yang didirikan dan/atau bekferja dalam suaty hpa;:
ada perts l‘tchh disetujui oleh Jawatan Perindustrian e
ang telé
Pasal 2.

tersebut dikerahkan dari masyarakat dan hapy; meng.
1" yang sama sekali tidak boleh memmbulkan 3&3,‘1

ntungan keluar negert serta dapat disetorkan terjer-

~

Modal perusahaan
n "domestic capita

transfer modal dan keu .
dahulu dalam Bank Industri Negara.

Pasal 3.

Untuk perseorangan atau sesuatu badan-hukum dibuka pulz Kesempatyy
menyetorkan uang dalam juinlah kalian seribu rupiah pada Bank Indxm;; Ne-
gara sebagai simpanan jangka panjang yaitu sedikit-sedikitnya untuk masz 3
tahun, guna dipinjamkan pada perusahaan dimaksud dalam pasa! 1 & atas

Pasal 4.

N Jikala.u penyetoran modal dan uang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 &
y }:;( I;l::dlr:blgkar(lp alaza}:l u)ntuk syakwasangka, bahwa menurut Ordonass
patan (Feralihan) tahun 1944 (Staat ‘ e
: aatsblad 1944 No. 17) stau =

nurut Paiak No. 17) atau me
- pajakjti dflfk;z)a,:l:ﬁ tahun 1932 (Staatsblad 1932 No. 405%) suatu Ketetap-
Kurang tingpi an atau dihapuskan tidak semestinya atau di'-‘“x'&i“
88, maka penyerahan modal/ - : o e

nakan sebagai dasar pgpy, untuk vang tersebut tidak akan dipesgune-
Nya tidak akap diadakan peyq iﬁjneldl’all Pajak tahun-tahun vang lal, tegs
; BIan susulan pajak berdasarkan penyetoran itw

uatu tuntut; g
a
e aPldana. yang mungkin dapat diadakan
nsi Pajak Kek, 11 Pajak Peralihan 1944 ataupun past!
Yaan 1932, tidak akan dilakukan.

Kesem Pasal §
Patan '
berakhj; Penyetorap
/ mod-
Pada tangga] | Janugy; 10 956 %n vang tersebut dalam pasal > 4t ?
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Pasal 6.

Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan-peraturan yang perlu
untuk menjalankan Undang-undang ini.

Pasal 7.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1955.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.
SOEKARNO.
Menteri Keuangan,
| ttd.
Diundangkan ONG ENG DIE
pada tanggal 22 Januari 1955.
Menteri Kehakiman, Menteri Perekonomian,
ttd. ttd.
DJODY GONDOKUSUMO. ROOSSENO.
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LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2,1955. KREDIT PENGAWASAN. Peraturan Pemerintah No. I tahun
1955, tentang pengawasan terhadap urusan kredit (Penje-
lasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 746).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa untuk perkembangan pemberian kredit secara sehat
berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat oleh badan-badan kredit
yang bekerja di Indonesia, begitu juga guna kepentingan solvabilitet dan likwi-
ditet badan-badan kredit tersebut, perlu ditetapkan peraturan-peraturan ten-
tang pengawasan terhadap urusan kredit.

Mengingat: pasal 7 ayat 5 Undang-undang Pokok Bank Indoneisa 1953
(Undang-undang No. 11 tahun 1953: Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23
Desember 1954;

Memutuskan:

Menetapkan : '
Peraturan Pemerin tah tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Pasal 1.
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.  badan-badan kredit, ialah: bank-bank dan bank-bank tabungan;
b.  bank-bank, ialah: semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang
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, 1(1‘-:'l;| l“"“‘,'."’l"||rll‘ I'll“]"w“'k' "
’I . ‘ d'l d"l 'lt,
dll

qituk  hukumnyi, s | v
bent ar - melakukan usaha-usaha guna menerima tian
‘ « g.ually

intuk baglan bes | ’ guna
l (au dalam rekening-koran dan juga mengadakan dory
waha.

dalam deposito a . an sendiri:
i untuk memberi kredi atas tanggungan sendiri,
LIS

yin

hank-bank tabungan, ialah * semua perusahaan dan buda"'bada",tid;,k
memandang bentuk-hukumnya, yang Scmulajmata bcrtujuan mcmaju
kan penabungan dan untuk tujuan itu menerima uang dalam deposit,,

vy

penagihan kembalinya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang mep,

yang
batasi;

d.  Bank. ialah : Bank Indonesia.

Pasal 2.

Sesudah tanggal pengundangan peraturan ini tidak suatu badap kredit
boleh didirikan dan menamakan dirinya ’bank” dan/atau bank tabung.
an,” jikalau tidak mempunyai izin tertulis dari Menteri Keuangan sete.
lah mendengar pertimbangan-pertimbangan Direksi Bank.

2. Izin itu hanya dapat diberikan jika Bank mempunyai modal yang telah
dibayar sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,-, dan bank tabungan jika
modal yang telah dibayar berjumlah sekurangkurangnya Rp. 500.000.-
dan selanjutnya jika syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh Dewan
Moneter telah dipenuhi

Pasal 3.

1. Dalam waktu tigfa bulan sesudah tanggal pengundangan peraturan ini,
badan-badan kredit yang telah ada harus meminta izin, sebagai termaksud
dalam pasal 2 ayat 1.

2. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal
2 ayat 2, maka pada mereka dapat diberikan oleh Menteri Keuangan,
setelah mendengar pertimbangan Bank, izin sementara untuk bekerja
sebagai badan kredit.

3. Masa berla.kunya 1zin sementara termaksud dalam ayat kedua dari past!
Ini dapat ditetapkan selama-lamanya dua tahun.
Jika masa yang ditetapkan dalam surat izin sementara itu telah lampay,
sedangkan badan kredit yang bersangkutan masih belum memenuh!
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syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka izin itu hanya
dapat diperpanjang dengan persetujuan Dewan Moneter.

Pasal 4.

1. Jika izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau izin sementara,
sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, tidak diberikan atau dicabut
menurut pasal 12 ayat 1, maka badan kredit yang bersangkutan dapat
memajukan keberatan-keberatannya kepada Dewan Moneter dalam
waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan atau
pencabutan izin atau izin sementara itu.

2. Dewan Moneter memberi keputusan dalam tingkat tertinggi tentang
keberatan-keberatan itu.

Pasal §.

Bank melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-
badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia guna kepenting-
an solvabilitas dan likwiditas badan-badan kredit itu dan guna kepentingn
pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank

yang tepat.

Pasal 6.

1. Bank berhak meminta dari badan-badan kredit segala keterangan-keterang-
an dan angka-angka yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugas-
nya sebagai termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.

2. Setiap badan kredit wajib memberikan keterangan-keterangan dan angsz-
angka yang diminta kepadanya berdasarkan ayat ke satu dari pasal ini,
dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank.

3. Setiap badan kredit wajib atas permintaan Bank atau seseorang yang ditu-
gaskan oleh Bank, untuk memberi kesempatan bagi-pemeriksaan buku.-
buku dan surat-surat yang ada padanya guna penyelidikan kebena{an dari
keterangan-keterangan dan angka-angka yang telah diberikannya 1t}1, dan
seterusnya memberikan segala bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan
buku-buku dan surat-surat tersebut. ‘

4. Yang menguasai buku-buku dan surat-surat termaksud dalam ayat ke“ﬁ:
dari pasal ini, wajib, jika diminta, memperlihatkannya dengan segera pa

7
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Bank atau orang yang aitugaskan oleh Bank gpy ), Melaky),
Tlikay,
pt’"lb

dn

i
Keterangan-keterangan tentang badan-badan kredis " ™
dasarkan pasal ini tidak diumumkan dan bersify, tahagiy ¢ (“pc"’lch
ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 10, B

Pasal 7.

I. Setiap badan kredit wajib tiap-tiap tahun, dalam wak iy e
oleh Bank, mengirimkan pada Bank sebuah neracq dengan :R %“Pk-‘,
menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bank, diserqyj penma i Iy a%n
an yang dianggap perlu oleh Bank. asan’p“"ith}i

2. Bank dapat menetankan, bahwa keterangan-keterangan bt
wajib dikirimkan kepadanya menurut ayat ke saty darj pasa in:lhs -
dahulu diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bank Aku‘lerlem
akan menyatakan hasil pemeriksaannya dalam suaty laporan_ Ntan j,

3. Persetujaun akuntan terhadap keterangan-keterangan tertulis termak
dalam ayat kedua dari pasal ini, dianggap mengandung Persetujuan sesud
nuhnya, kecuali jika persetujuan itu diberikan "dengan syarat » Peuetu.
juan akuntan yang bersifat scpenuhnya dianggap mengandung pencgag,;
bahwa keterangan-keterangan tertulis yang dikirimkan oleh badan-hady
kredit, telah disusun menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia pery.
sahaan dan penegasan tentang adanya aktiva dan passiva menurut penil.
an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan.,

Pasal 8.

1. Setiap badan kredit wajib memasukkan pada Bank secara berkala, dahm
waktu-waktu yang ditetapkan untuk itu, daftar-daftar yang memuat kete
rangan-keterangan yang dianggap perlu oleh Bank mengenai perusahat
badan kredit.

2. Bentuk daftar-daftar yang termaksud dalam ayat 1 dari pasal in d?::
waktu-waktu dalam mana daftar-daftar itu harus telah dimasukkan
tapkan oleh Bank.

Pasal 9.

ku 2%
1. Bank berhak menetapkan peraturan-peraturan umum yang berl?
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badan-badan kredit mengenai jalan-perusahaannya berhubung dengan pe-

laksanaan tugas Bank termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.

Mengenai pemberian kredit oleh badan-badan kredit itu, peraturan-per-

aturan termaksud dalam ayat ke satu dari pasal ini dapat memuat keten-

tuan-ketentuan sebagai berikut :

a. ketentuan-ketentuan mengenai jumlah setinggi-tingginya dari perkre-
ditan atau beberapa bagiannya dengan atau dengan tidak memper-
gunakan jumlah uang yang dipercayakan padanya, atau bagian-bagian
tertentu dari jumlah itu, sebagai dasar perbandingan;

b. larangan atau pembatasan terhadap pemberian beberapa macam atau
bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu,
ataupun larangan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk
kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu tanpa
izin terlebih dahulu dari Bank;

c. ketentuan-ketentuan mengenai bunga-debet minimum maupun mak-
simum yang boleh diperhitungkan terhadap pihak pengambil kredit.

Berhubung dengan ketentuan dalam ayat kedua sub a dari pasal ini Bank
dapat menetapkan bahwa suatu bagian yang ditentukan olehnya daripada
uang-tunai dari setiap badan kredit wajib disimpan pada Bank atau diper-
_bungakan dalam Kertas perbendaharaan, atau dipisahkan secara lain.

Bank berhak menetapkan dalam suatu peraturan umum, waktu, dalam
mana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank harus telah
dipenuhi, dan jika perlu untuk memperpanjang waktu itu bagi semua
ataupun satu atau lebih badan kredit.

Pasal 10.

Jika dari keterangan-keterangan termaktub dalam surat-surat dan daftar-
daftar yang dimasukkan menurut pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1, atau
dari keterangan-keterangan yang diperolehnya menurut pasal 6, Bank
melihat tanda-tanda suatu perkembangan, yang menurut pendapatnya
membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likwiditas
suatu badan kredit, maka Bank dapat secara tertulis meminta perhatian
badan kredit yang bersangkutan untuk hal itu. Jika perlu, pemberitahuan
itu dapat disertai nasihat beserta alasan-alasannya supaya badan kredit
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?\)\\‘ \u
vane bersanpkutan dalam wakto yang tertentu merubaly 'lL.lp dan
wEre , : ales ST,
n-tndakannya mengenai hal-halyang dikemukakan oleh Bypk o
Pada pemberian nasihat termaktub dalam ayat ke saty darj Pasal o,
Bank dapat menctapkan suatu waktu, dalam mana nasihay jy haruy | ;‘:.
ataupun hatus telah disampaikan pada Bank Jawaban.ja, b b
‘ JdWabgy

dipenuhi, . '
heserta alasan-alasannya mengenai nasihat itu. Jika dalam Waktu yap di

retapkan itu, nasihat itu tidak dituruti, ataupun tidak diterimg .“Sml

awaban yang memuaskan BanK, maka Bank dapat mengumumy !
qasihat itu dalam Berita Negara, setelah badan kredit yang bersangku‘ﬂn
diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. -
Jika badan kredit pada siapa nasihat itu diberikan, menghendakiny;,
maka pada pengumuman termaksud dalam ayat kedua darj pasal m:
dapat juga diumumkan surat-menyurat yang telah dilakukan antarg Bank

dan badan kredit berhubungan dengan nasihat itu.

-

Pasal 11.

Keputusan untuk mengumumkan nasihat, seperti termaksud dalam pasal
10, diberitahukan oleh Bank kepada badan kredit yang bersangkutan, se-
lambat-lambatnya 20 hari sebelumnya pengumuman itu dilakukan.

Dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan itu dikirimkan kepada
badan kredit yang bersangkutan, badan kredit itu dapat memajukan
Keberatan-keberatannya terhadap keputusan sedemikian kepada Dewan
Moneter yang memberi putusan dalam tingkat tertinggi. Dengan pema-

juan keberatan ini maka pengumuman itu tertunda.

Pasal 12.

I Jika suatu badan kredit tidak atau lalai memenuhi kewajiban-kewajiban-
Mya yang lahir dari, atau bertlasarkan pada peraturan ini, maka Menter
Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank, berhak mencabut izin
sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau izin sementara sebagai te"
maksud dalam pasal 3 ayat 2, dalam hal mana berlaku ketetapan-ketetaP

an sebagai tersebut dalam pasal 4.
elah

Jika keputusan pencabutan izin menurut ayat satu dari pasal ini tek
rrTemperoleh kekuatan yang tak dapat dirubah lagi, naka keputusan m:
diumumkan oleh Menterj Keuangan di dalam Berita Negara dan di-dalan

o

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7 1955, No ?

harian-harian yang ditetapkan oleh pejabat tersebut,

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk :
Bank, Lumbung dan Badan perkreditan Desa
Badan perkreditan Koperasi

Pegadaian

Bank-bank Pasar
Badan-badan perkreditan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuang-

o a0 o

an.

Pasal 14.
Peraturan Peinerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Januari 1955.

Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan ttd.
pada tanggal 4 Pebruari 1955. SOEKARNO.
Menteri Kehakiman,
ttd. Menteri Keuangan,
DJODY GONDOKUSUMO. ttd.
ONG ENG DIF
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LEMBARAN-NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1955.

Menimbang :

UANG ASING, ALAT PEMBAYARN YANG SAH, PENE-
RIMAAN* PENUNJUKAN DAERAH DI INDONEISIA,
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA. Peraturan
Pemerintah No. 2 tahun 1955, tentang memperpanjang
waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun

1952 (Lembaran-Negara No. 72 tahun 1952), mengenai

aerah Indonesia di mana uang asing lapat di-

terima sebagai alat pembayaran yang sah dengan rienyam-

pingkan alat pembayar Indonesia yang sah. (Penjelasan

dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 747).

penunjukan d

Presiden Republik Indonesia,

bahwa usul-usul yang disampaikan Panitia ad hoc yang diben-

tuk untuk merencanakan tindakan Pemerintah vatuk meng-

hilangkan keganjilan bahwa di sebagian wilayah Republik

Indonesia uang asing beredar sebagai alat pembayar yang

syah, belum lagi menghasilkan suatu keputusan;

Bahwa, berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memper-
panjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44
tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72) yang
telah 2 kali diperpanjang terakhir dengan Peraturan Pemerin-
tah No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 2),
yaitu sampai dengan akhir Desember 1954, dengan satu
tahun yaitu sampai akhir Desember 1955;

13
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CARE No ‘

eratutan Pemerintah No, 44 tithugy 4

p;lSiIl e ‘
hun 1952 No. 72), Ly,

Nepati ta
Dewan hl(‘.n[(‘.li dalam ”l'”l“lyu y““V. k"_x‘) "
Nigal 4,

sember 1954, :

Mengingd|
LE

Mendengat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

— 'EMERINTAH UNTUK MEMPERPAN;
PERATURANI EMERIN TUl ‘ e
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No, 44 'rAHUNAlK‘)?J
L,

Pasal 1.

Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturap o
tah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 1) dmr-nm.x.v..
tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1955. .

Pasal 2.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1955

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pepg.
undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan galam Lembaran %.
gara Republik Indonesia. :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1955.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.
SOEKARNO.
Menteri Keuangan,
Diundangk &
. angkan
OENG ENG DIE.
Pada tanggal 4 Pebryar 1955,
Menterj Kehakiman,
ttd.
DIODY GONDOKUSUMO.
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TUERCITAS AIRLANGGAS SENCLIRAHAN Petaturar
1 NA 2 tehun 1055 tentang - noubahanPe
sturee Peerintall o, £7 by 1934 /3 predaspn Nppaes
No. 99 sshun 1954) tentang pendirian Uiniverstios #it

lsnggs & Surabays Venilasan Aelam Tambahun !embet

aNegara No yAR)
Progiden Jeanbhk Indonesia,

Menimbang . bashwa oleh sabab baberspa hel Upiversitas Aldangga &
dslam wikiu yang pendsk Dejum dapat menyelenggan

kan senditl pARRIEN-PABRIANNYR, terinasuk ugan, nidka
perlu disdskan peraturan persBhan,

hahwa beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No, 57
rshun 1954 perlu @ubsh dan ditamball, agar penyelengpara
4 Universitas tersebut dapat borlangsung s hagaltana mestl

nys;
sammnnt 1 Dwassmhber

J954 No, 178sh.,
Dewan Menteri dslam rapatnya yang ke A9 pada tanggl 73
Qesember 1954,
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\l
EARNRAN

MEMUTUSKAN:

\h'ln‘hmkil” " . TENTANG PERUBAHA

‘ "W ",I(INIAlI ’ m Al NPER
I'l-lu\'””.{/\N 'lr:\’,:ﬁllNu. 57 TAHUN 1954 TENTANG I,END'PjPPjRAN
pEMERIN (1AS AIRLANGGA (LEMBARAN NEGAR

UNIVERS TAHUN 1954 No. 99).

Pasal 1.

pemerintah No. 57 tahun 1954 tentang pen;,
Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) dia i
sitas

Jan tambahan sebagai berikut : |
. Dalam pasal 1 ayat (2) katarkata  FalcUlit Hokum, Sosial gan pyy,
. dinbeh menjad »Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politk

Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

ian UniVe;,
pembl}nn

Pada Peraturan

| g)

Pasal 2.
Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

a. fakultas Kedokteran di Surabaya,

b. fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya,

c. fakultas Hukum di Surabaya,
a, b dan c ialah yang dimaksud dalam pasal 1,

d. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,

e. fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan olh
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut
Menteri).”

3, i?(esudah pasal 3 ditambahkan pasal 4 baru, yang berbunyi sebagai ber
ut:

Pasal 4,

Sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultet Kedokteran serta Lembeg!
Kedokteran Gigi dan Cabang Bagian Hukum dari Fakultit Hukum,
Ekl:fmmi’ Sosial dan Politik selesai, segala sesuatu, termasuk P?hjaran'
52. Jaran dan ujian-ujian, masih tetap diselenggarakan masingmasig®
tversitas Indonesia dan Universitas Negeri Gajah Mada.”
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4. Pasal 4 lama menjadi pasal 5.

Pasal 1I.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan ber-
laku surut sampai tanggal 10 Nopember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.
Diundangkan | SOEK o.
pada tanggal 4 Pebruari 1955. ARN
Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran
ttd. dan Kebudayaan,
NDOKUSUMO. ttd.
DIODY 60 Muhammad Yamin.
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